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Abstrak
 

Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase dalam memeriksa dan

memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang telah terdapat Perjanjian arbitrase ditinjau dari peraturan

perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

yuridis normatif. Hasil penelitian adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30

Tahun 1999 serta asas pacta sunt servanda arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa

perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang telah terdapat Perjanjian arbitrase.

Namun dalam implementasinya masih banyak ditemui pendapat pengadilan yang mengatakan bahwa

pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum

meskipun para pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian arbitrates untuk menyelesaikan sengketa melalui

arbitrase. Berdasarkan implementasi kewenangan arbitrase tersebut penelitian ini memberikan pandangan

kepada lembaga peradilan untuk menghormati penggunaan lembaga penyelesaian arbitrase yang telah

disepakati oleh para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda.

......This Thesis analyses the competence of arbitration to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration

agreement pursuant to the Indonesian regulation(s). the method of research used in this thesis is normative-

juridical method. The research found that according to the Law No. 30 of 1999 Arbitration and Alternative

Dispute Resolutions and the principle of pacta sunt servanda, arbitration is competent to adjudicate tort

dispute that is bound by arbitration agreement. But in implementation there are some court decision which

ruled that Indonesia District Court have the authority to adjudicate tort dispute although the parties have

agreed to resolve tort dispute through arbitration. In regards to the implementation of the arbitration

authority, this thesis suggest Indonesian Court to respect the use of arbitration that the parties have agreed to

on the basis of pacta sunt servanda principle.
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